
Mentui Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepla Badan Puencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 2 1 /M.PPN /HK/ 08/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPT]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANC UNAN NASIONAL

NOMOR KEP.3O / M.PPN / HK/ 03 / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS
PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN, DAN BANTUAN HUKUM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka n.renjalankan tu8as pelaksanaan
pemberian konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum,
perlu meningkatkan profesion alitas dan kualitas dalam
melaksanakan pemberian layanan hukum, telah dibentuk
Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan,
Pertimbangan, d an Bantuan HukunU

b. bahwa dalam rangka menyesu atkan dengan perkembangan
situasi, perlu nrengubah susunan keanggotaan dalam Titn
Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan,
Pertimbangan, dan Banttan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam hwuf a;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalanr huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Penbangt;nan Nasional
Nomor KXP. 3O/M.PPN/HK/ 03/ 2022 tentang Pembentukan

Tirr Peningkatan Kualitas Pernberian Pendampin3an,
Pertimbangan, dan Bantran Hukunl;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang nafianya tercantun dalam
Lampillan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

Wrsyaratan untuk duduk dan melaksatrakan tugas sebagai

an88ota . ..
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Mengingat

Menetapkan

anggota Tim Peningkatan Kualitas Pernberian Pendampingan,
Pertimbangan, dan Bantuan Hukuml

1. Undang-Undang Nonlor 6 Tahun 2027 tentang Anggaran
Pend^p t^n dan Relanja Negara Tahun AnWzJ^n 2022
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245,, Tanrbahan I.r-n:.baran Negara Republik lndonesia Nonlor
6735);

2. Perataran Pemerintah Nomor 45 Tahttn 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara
sebagaintana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

3. Petatntan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kenrenterian Petencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peratwan Presiden Nortror 81 Tahttn 2021 tenlang Badan
P etrnc anaan Pembangunan Nasional ;

5. Peruturan Presiden Nomor 67 Tahm 2079 tentant Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 201,9-2024;

6. Petatutan Presiden Nomor 68 Tahttn 2019 tentang
Organisasi Kenentedan Negara sebagaim ana lelah dnrbah
dengan Peratrran Presiden Nomor 32 Tahun 202'l;

7. Peratvran Menteri Percncanaatl Pembangunan
Nasiona[/Kepala Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, PeTaksanaan,

Pelaporan, Perlrantauan dan Evaluasi Kegiatan d,an Anggaran;

8. Peratutan Menteri Perencanaan Pentbangttnan
Nasional/Kepala Bad,an P erencanaan Pembangunan Nasional
Nonior 3 Tahun 2022 tentang OrSanisasi dan Tata Kerja
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencan an Pertbangunan Nasional;

MEMUTLISILA.N:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
KEP.3OIM.PPN/HK/ 03/ ZO22 TENIANG PEMBENTUKAN TIM
PENINGKATAN KUALITAS PEMBERIAN PENDAMPINGAN,
PERTIMBANGAN DAN BANTUAN I{UKUM.

PERTAMA ,..



PERTAA,L{

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

--46_./ 1z-
RR Rita Erawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

Mengubah susunan keangtotaan Tim Peningkatan Kualitas
Pernberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum
untuk selanjutnya disebut Tim Pendampingan, pertimbangan, dan
Bantuan Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tet:cantum dalatn Lampian Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantu,an Hukum
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tangSal 7 Juni 2022.

Ditetapkan di )akarta
pada tanggal 8 Aglstus 2O22

ttd



SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN KUALITAS

PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

A. PENGARAH Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

C TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

SALINAN
I,AMPIRAN
KEPI.-ITUSAN MENTERI PPN/KEPALA

BAPPENAS

NOMOR KEP. I 2 I/M.PPN,/HK / 08/ 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.

l. Fand Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia;

2. Rejeki Wijiastuti, SH, MH, Kementerian
Sekretariat Negara;

3. Endah Widyastuti, S.Sos, MM,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM,

Kementerian PPN/Bappenas;

5. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS,
Kementerian PPN/Bappenas;

7 . Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.
Dev, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian

PPN/Bappenas;

10. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian

1 1. Indra ...



PPN,/Bappenas;

77. Ir.dra Sakti, SH,

PPN/Bappenas;

12. Nia Kurniati,
PPN/Bappenas.

M, Kementerian

SH Kementerian

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA
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Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

--
z:>

RR Rita Erawati


